SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi

daerah dibutuhkan optimalisasi pelaksanaan urusan
pemerintahan oleh perangkat daerah sebagai unsur
pembantu pemerintahan daerah dalam
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang
menjadi kewenangan daerah;

. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan

kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan di
bidang kesehatan perlu dilakukan penyesuaian
terhadap rumah sakit daerah sebagai organisasi
bersifat khusus guna mewujudkan pelayanan
kesehatan yang profesional kepada masyarakat;

. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kepulauan
Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan
BUPATI PADANG PARIAMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4
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10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
Satuan Pendidikan Daerah adalah Satuan Pendidikan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman.

Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Padang
Pariaman.

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah

dari kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan

sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;

d. Dinas terdiri atas :

1.

10.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang

kebudayaan;

. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kesehatan;

. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan

Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
lingkungan hidup, urusan pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan pemukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana,;
Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan;



11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang komunikasi dan  informatika, urusan
pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang
persandian;

12. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan,
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja serta urusan pemerintahan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan
unit pelayanan terpadu satu pintu serta urusan pemerintahan bidang
perindustrian;

14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pariwisata serta urusan pemerintah
bidang kepemudaan dan olahraga;

15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kearsipan dan wurusan pemerintahan bidang
perpustakaan;

16. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan;

17.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan
bidang pangan; dan

18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pertanian.

e. Badan terdiri atas :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan;

2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang keuangan; dan

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.

f. Kecamatan terdiri atas :
1. Kecamatan Batang Anai Tipe A;

2. Kecamatan Lubuk Alung Tipe A;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Tipe A;
. Kecamatan IV Koto Aur Malintang Tipe A;
. Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Tipe A;

. Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tipe A;

Kecamatan V Koto Timur Tipe A;
Kecamatan Sungai Limau Tipe A;
Kecamatan Sungai Geringging Tipe A;
Kecamatan Patamuan Tipe A;
Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Tipe A;
Kecamatan Ulakan Tapakis Tipe A;
Kecamatan Nan Sabaris Tipe A;
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Tipe A;
Kecamatan Enam Lingkung Tipe A;
Kecamatan Padang Sago Tipe A; dan

Kecamatan Batang Gasan Tipe A.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD.
(2) UPTD

Pasal 5

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat

UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.

(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pada urusan
Pemerintah di Bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai

unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai

unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara

profesional.



(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang miliki Daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II

1. Rumah Sakit Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya
Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Agustus 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR
Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ALI AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR
7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (7/40/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

[I. UMUM

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal,
dengan terlebih dahulu diidentifikasi elemen-elemen yang membentuk
pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan
dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti
dinamika kebutuhan yang ada. Ada tujuh elemen dasar yaitu urusan
pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah,
pelayanan publik dan pengawasan. Implementasi dari ketujuh elemen ini
sesungguhnya akan berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan
kesejahteraan di tingkat lokal.

Implementasi dari konsep di atas adalah dengan ditetapkan Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan
pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk
melaksanakan urusan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan
terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi
dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan
kondisi nyata di masing-masing daerah, hal ini juga sejalan dengan prinsip
penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif,
dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah telah memuat perubahan pengaturan
terhadap keberadaan inspektorat daerah dan rumah sakit daerah. Dalam
perkembangannya, inspektorat daerah belum mampu memaksimalkan fungsi
pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga belum terwujudnya
penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya membantu
kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah belum mampu independen dan objektif dalam
pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak
pidana korupsi di Lingkugan Pemerintah Daerah. Selain itu, belum adanya
penguatan fungsi inspektorat dan penugasan inspektorat yang tegas dan
objektif juga memberikan potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau
kerugian keuangan negara/daerah.



Oleh karena itu, penambahan inspektur pembantu menjadi paling
banyak 5 (lima) inspektur pembantu, dan ikut sertanya pemerintah provinsi
sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengisian jabatan inspektur
daerah dan inspektur pembantu mampu memberikan penguatan dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan serta mekanisme konsultasi dalam
pemberhentian dan mutasi inspektur daerah dan inspketur pembantu
menjadikan konsistensi dan independen dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan salah satunya
difasilitasi oleh Rumah Sakit Daerah. Pengaturan Rumah Sakit Daerah belum
mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebagaimana
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah
sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam
praktiknya memberikan dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan
yang diberikan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam meningkatkan profesionalisme
dan optimalisasi layanan kesehatan, Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh
direktur yang disetarakan dengan jabatan struktural, sehingga direktur tidak
dibebankan dengan tugas fungsional dokter. Selain itu, dalam rangka
meningkatkan kinerja layanan Rumah Sakit Daerah, perlu diatur kembali
Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
Akan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi tersebut, direktur rumah sakit
daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan melalui penyampaian laporan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian rumah sakit daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Cukup Jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
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